
Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 

Vol. 9, No. 4, November 2025. Hal 550-562 
ISSN 2528-4967 (print) dan ISSN 2548-219X (online)  

   
 

Copyright © 2025, Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.   550 
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Axiologiya/index 
DOI: http://dx.doi.org/10.30651/aks.v9i4.28322  

Sosialisasi Instrumen Audit Syariah untuk Penguatan Aspek Fikih Zakat di 

LAZISMU Jawa Tengah 

Socialization of Sharia Audit Instruments to Strengthen the Fiqh Aspect of Zakat 

at LAZISMU Central Java 
Lukmanul Hakim1*, Fauzul Hanif Noor Athief2, Isman3, Agus Miswanto4, Faris 

Shalahuddin Zakiy5, Amir Anshori6, Dwi Swasana Ramadhan7, Jundi Faaiq Ilham 

Rosyadi8, Annisa Nur Faizah9, Zulhaznizam Nafis10 
1,2,3,8,9,10 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 
4 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Magelang 
5,7 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 

6 Universitas Muhammadiyah Karanganyar 
* Corresponding author: lh312@ums.ac.id 

 
ABSTRAK  

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada pengembangan dan sosialisasi instrumen audit syariah untuk 

memperkuat kepatuhan fikih zakat di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Jawa 

Tengah. Latar belakang kegiatan ini adalah pentingnya akuntabilitas syariah dalam pengelolaan zakat serta belum adanya 

instrumen internal yang spesifik untuk tujuan tersebut di LAZISMU. Metode yang digunakan adalah Participatory Action 

Research (PAR), yang melibatkan kolaborasi aktif dengan mitra melalui lokakarya dan Focus Group Discussion (FGD) 

bersama para pengelola LAZISMU. Hasil utama dari pengabdian ini adalah terciptanya pemahaman yang komprehensif 

terhadap instrument audit syariah. Instrumen ini dirancang untuk mengevaluasi empat kriteria utama: manajerial 

kelembagaan, pengumpulan dana zakat, pendistribusian dan pendayagunaan, serta aspek kepatuhan syariah secara 

keseluruhan. Sosialisasi instrumen ini, yang diintegrasikan dalam Rapat Koordinasi Wilayah LAZISMU Jawa Tengah, 

menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman amil. Hal ini terbukti dari peningkatan skor 

post-test rata-rata peserta dari 69,7 menjadi 97,4, menandakan lonjakan pemahaman yang drastis. Simpulan dari kegiatan 

ini adalah kontribusi nyata dalam meningkatkan tata kelola zakat yang akuntabel dan sesuai syariah di lingkungan 

LAZISMU Jawa Tengah, serta berpotensi menjadi model bagi organisasi pengelola zakat lainnya. 

Kata Kunci: audit syariah; fikih zakat; lazismu; pengabdian masyarakat; tata kelola zakat 

 

ABSTRACT 

This community service activity focuses on developing and disseminating sharia audit instruments to strengthen fiqh 

compliance in zakat at the Muhammadiyah Zakat, Infak, and Sedekah Institution (LAZISMU) in Central Java. The 

background to this activity is the importance of sharia accountability in zakat management and the lack of specific 

internal instruments for this purpose at LAZISMU. The method used is Participatory Action Research (PAR), which 

involves active collaboration with partners through workshops and Focus Group Discussions (FGD) with LAZISMU 

managers. The main result of this community service is the creation of a comprehensive understanding of sharia audit 

instruments. This instrument was designed to evaluate four main criteria: institutional management, zakat collection, 

distribution and utilization, and overall sharia compliance. The dissemination of this instrument, which was integrated 

into the LAZISMU Central Java Regional Coordination Meeting, showed significant effectiveness in improving the 

understanding of amil. This is evident from the increase in the average post-test score of participants from 69.7 to 97.4, 

indicating a dramatic surge in understanding. The conclusion of this activity is that it has made a real contribution to 

improving accountable and sharia-compliant zakat management within LAZISMU Central Java, and has the potential to 

become a model for other zakat management organizations. 
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PENDAHULUAN 

Zakat merupakan salah satu pilar 

fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki 

dimensi ganda, yaitu sebagai ibadah vertikal 

(hablun minallah) dan sebagai instrumen 

keadilan sosial-ekonomi horizontal (hablun 

minannas) (Ashfahany et al., 2023). Di Indonesia, 

potensi zakat yang sangat besar telah mendorong 

lahirnya berbagai Organisasi Pengelola Zakat 

(OPZ) yang profesional, salah satunya adalah 

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah 

Muhammadiyah (LAZISMU). Sebagai lembaga 

amil zakat yang terkemuka, LAZISMU 

mengemban amanah besar dari masyarakat 

(muzakki) untuk mengelola dan mendistribusikan 

dana zakat secara akuntabel, transparan, dan yang 

terpenting, sesuai dengan koridor syariah Islam 

(Sidik, 2023; Yahya, 2020). 

Seiring dengan meningkatnya 

kompleksitas pengelolaan zakat di era modern, 

tantangan utama yang dihadapi oleh OPZ seperti 

LAZISMU adalah memastikan bahwa setiap 

tahapan operasional—mulai dari penghimpunan, 

pengelolaan, hingga pendistribusian kepada 

mustahik—sepenuhnya selaras dengan ketentuan 

fikih zakat. Kepatuhan syariah bukan hanya 

sebatas pencatatan keuangan yang wajar, tetapi 

mencakup ketepatan dalam penentuan nishab dan 

haul, identifikasi delapan golongan asnaf secara 

tepat sasaran, serta implementasi akad-akad 

syariah dalam program-program pendayagunaan 

zakat. Adanya potensi inkonsistensi atau 

kekeliruan dalam penerapan aspek-aspek 

fikih ini dapat mengurangi validitas syariah 

dari pengelolaan zakat yang dilakukan, dan 

pada akhirnya dapat menggerus 

kepercayaan publik (Mohammad Qutaiba et 

al., 2024; Saad et al., 2023). Pentingnya 

transparansi dan akuntabilitas ditekankan 

dalam penelitian kontemporer, yang 

menunjukkan bahwa kepercayaan publik 

secara signifikan mempengaruhi upaya 

pengumpulan zakat (Mohammad Qutaiba et 

al., 2024; Mokodenseho et al., 2024). 

Menyadari adanya kebutuhan 

mendesak untuk memperkuat tata kelola 

syariah internal, LAZISMU Jawa Tengah 

sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian 

ini menunjukkan komitmen untuk 

meningkatkan kualitas kepatuhan 

syariahnya. Audit internal yang selama ini 

berjalan seringkali lebih berfokus pada 

aspek finansial dan manajerial, sementara 

instrumen yang secara khusus dan 

komprehensif mengukur tingkat kesesuaian 

dengan detail-detail fikih zakat masih perlu 

dikembangkan (Asman et al., 2023; 

Sunarya & Rusydiana, 2022). Ketiadaan 

alat ukur (instrumen) yang terstandarisasi 

menjadi sebuah celah yang perlu diatasi 

untuk memastikan operasional lembaga 
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berjalan di atas rel syariah yang benar 

(Muqorobin & Urrosyidin, 2023). 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

ini dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan 

tersebut melalui penyusunan dan implementasi 

Instrumen Audit Syariah yang berfokus pada 

penguatan aspek fikih zakat. Instrumen ini 

dirancang secara sistematis untuk menjadi 

panduan praktis bagi auditor internal maupun 

pengelola LAZISMU dalam melakukan evaluasi 

mandiri (self-assessment) terhadap kepatuhan 

syariah. Kegiatan pengabdian ini meliputi 

perancangan indikator-indikator audit 

berdasarkan kajian fikih mu'tabar, lokakarya 

bersama para amil, hingga simulasi penggunaan 

instrumen di lingkungan LAZISMU Jawa Tengah 

(Asman et al., 2023). 

Menyikapi celah (gap) di mana audit 

internal LAZISMU cenderung berfokus pada 

aspek finansial dan manajerial tanpa instrumen 

yang komprehensif untuk detail fikih zakat, 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 

dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan 

mendesak tersebut. Kegiatan ini secara eksplisit 

bertujuan untuk menyusun dan mensosialisasikan 

Instrumen Audit Syariah yang berfokus pada 

penguatan aspek fikih zakat, yang dirancang 

sebagai panduan praktis untuk evaluasi kepatuhan 

syariah. Melalui implementasi instrumen yang 

terstandarisasi ini, diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas tata kelola zakat yang 

akuntabel dan sesuai syariah di LAZISMU 

Jawa Tengah, sekaligus menawarkan model 

instrumen yang berpotensi untuk diadaptasi 

oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) lain 

di seluruh Indonesia. Melalui artikel ini, 

diharapkan dapat memberikan kontribusi 

praktis bagi LAZISMU Jawa Tengah dalam 

meningkatkan kualitas tata kelola 

syariahnya, sekaligus menawarkan model 

instrumen yang dapat diadaptasi oleh OPZ 

lain di Indonesia (Aini, 2023; Usman, 

2023).   

METODE PELAKSANAAN 

 Metode pelaksanaan pengabdian ini 

dirancang secara sistematis dengan 

menggunakan pendekatan Participatory 

Action Research (PAR). Pendekatan ini 

dipilih karena menekankan partisipasi aktif 

dan kolaborasi dengan mitra (Nihayah et al., 

2024), yaitu para pemangku kepentingan 

dari LAZISMU Wilayah Jawa Tengah. 

Keterlibatan mitra sejak awal hingga akhir 

proses memastikan bahwa instrumen yang 

dihasilkan tidak hanya valid secara teoretis, 

tetapi juga relevan, aplikatif, dan benar-

benar menjawab kebutuhan riil di lapangan. 

Proses pengembangan instrumen audit 

syariah dilakukan secara kolaboratif 

melalui serangkaian pertemuan dan diskusi, 

yang pada akhirnya disusun, ditinjau, dan 

difinalisasi oleh Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) LAZISMU Wilayah Jawa Tengah 
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untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-

prinsip syariah. 

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi tiga 

tahapan utama yang saling berkesinambungan. 

Tahap pertama adalah analisis kebutuhan awal 

dan studi literatur. Tahap ini dimulai dengan 

serangkaian diskusi mendalam dalam bentuk 

Focus Group Discussion (FGD) bersama 

pimpinan dan staf eksekutif LAZISMU Wilayah 

Jawa Tengah untuk mengidentifikasi tantangan 

spesifik dalam penerapan fikih zakat, peserta pada 

tahap diskusi ini sejumlah 13 orang. Pada tahap 

ini, tim pengabdi juga memaparkan landasan 

hukum dan regulasi yang menjadi kerangka audit 

syariah di Indonesia, terutama Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat dan 

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 606 

Tahun 2020. Tujuannya adalah membangun 

pemahaman bersama mengenai urgensi dan 

standar minimal kepatuhan syariah yang harus 

dipenuhi oleh lembaga. 

Tahap kedua adalah perancangan dan 

finalisasi draf instrumen oleh Dewan Pengawas 

Syariah Lazismu Jawa Tengah dan 5 orang Tim 

Pengabdian dalam bentuk Focus Group 

Discussion (FGD). Momentum untuk tahap ini 

muncul setelah adanya penyuluhan mengenai 

instrumen audit syariah dari perwakilan 

Kementerian Agama Jawa Tengah di Solo pada 

Mei 2024. Berangkat dari pemahaman tersebut, 

Dewan Pengawas Syariah LAZISMU Jawa 

Tengah mengambil inisiatif untuk 

merumuskan draf instrumen yang lebih 

komprehensif. Proses perumusan ini tidak 

hanya merujuk pada kerangka regulasi yang 

ada, tetapi juga diperkaya dengan kajian 

mendalam terhadap literatur fikih zakat 

klasik dan kontemporer, fatwa DSN-MUI, 

serta standar akuntansi syariah yang relevan 

untuk memastikan setiap butir audit 

memiliki landasan yang kuat. 

Tahap ketiga, sebagai puncak dari 

kegiatan pengabdian, adalah sosialisasi dan 

diseminasi instrumen yang telah final dan 

dihadiri oleh 35 orang perwakilan dari 

Lazismu daerah se-Jawa Tengah. Kegiatan 

ini dirancang secara strategis dengan 

mengintegrasikannya ke dalam agenda 

Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) 

LAZISMU Jawa Tengah yang dilaksanakan 

pada 13-14 September 2025 di Kabupaten 

Blora. Pemilihan Rakorwil sebagai 

platform sosialisasi bertujuan untuk 

menjangkau seluruh perwakilan badan 

pengurus LAZISMU dari berbagai daerah 

di Jawa Tengah secara efisien. Acara ini 

mendapat dukungan penuh dari pemerintah 

daerah, yang ditandai dengan kehadiran dan 

pembukaan secara resmi oleh Bupati 

Kabupaten Blora, Bapak H. Arief Rohman, 

S.IP., M.Si., di Pendopo Bupati, yang 
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menunjukkan signifikansi kegiatan ini bagi tata 

kelola lembaga zakat di tingkat regional. 

Untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan, 

digunakan pendekatan evaluasi yang 

komprehensif, menggabungkan metode 

kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, 

peningkatan pemahaman dan pengetahuan 

peserta terkait materi audit syariah diukur 

menggunakan pre-test yang diberikan sebelum 

sesi sosialisasi dimulai dan post-test setelah sesi 

berakhir. Secara kualitatif, umpan balik, masukan 

konstruktif, dan tanggapan mendalam dari para 

peserta mengenai kejelasan, kelengkapan, dan 

kemudahan penerapan instrumen digali melalui 

sesi tanya jawab interaktif dan Focus Group 

Discussion (FGD) yang dimoderasi secara 

terstruktur selama kegiatan sosialisasi 

berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1:  Diagram Alur Kegiatan Pengabdian 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Struktur Instrumen Audit Syariah 

Instrumen audit syariah yang 

dikembangkan melalui kegiatan 

pengabdian ini merupakan alat ukur 

komprehensif yang dirancang untuk 

mengevaluasi tingkat kepatuhan LAZISMU 

terhadap prinsip-prinsip fikih zakat dan 

regulasi yang berlaku. Instrumen ini terbagi 

ke dalam empat kriteria utama yang 

mencakup seluruh siklus pengelolaan zakat, 

mulai dari aspek kelembagaan hingga 

pertanggungjawaban syariah. Setiap 

kriteria di dalam instrumen audit dirancang 

untuk menjawab berbagai tantangan yang 

dihadapi oleh lembaga, memastikan bahwa 

pengelolaan zakat dilakukan secara efektif 

dan sesuai syariah (Megawati & Zulkifli, 

2025). 

 

Gambar 2:  Penyampaian Materi Sosialisasi Audit 

Syariah Untuk Penguatan Fiqh Zakat 

Kriteria 1: Manajerial Kelembagaan 

Kriteria pertama berfokus pada 

evaluasi tata kelola manajerial dan legalitas 
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lembaga. Aspek ini menjadi fondasi penting 

karena keabsahan operasional sebuah OPZ secara 

syariah dan hukum negara dimulai dari sini. 

Elemen penilaian dalam kriteria ini mencakup 

lima dimensi utama: ketepatan keorganisasian, 

ketepatan perencanaan, ketepatan kepegawaian, 

ketepatan pelaporan, dan ketepatan pengendalian. 

Secara spesifik, audit pada bagian ini memeriksa 

kelengkapan izin operasional dari Kementerian 

Agama, kesesuaian struktur organisasi dengan PP 

No. 14 Tahun 2014, serta adanya pemisahan 

fungsi dan tugas yang jelas, sangat relevan 

dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah 

dan prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti 

oleh lembaga (Baehaqi, 2017). Selain itu, 

instrumen ini juga menilai keberadaan dokumen 

perencanaan strategis (Renstra) dan Rencana 

Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), mekanisme 

rekrutmen dan penempatan amil yang berbasis 

kompetensi, hingga penerapan kode etik. Dari sisi 

pelaporan, efektivitas lembaga diukur melalui 

Allocation to Collection Ratio (ACR), sementara 

aspek pengendalian menekankan pada upaya 

mitigasi konflik kepentingan dan adanya bukti 

setor zakat yang dapat menjadi pengurang pajak 

bagi muzaki (Athief et al., 2022). 

Kriteria 2: Pengumpulan 

Kriteria kedua mengaudit secara 

mendalam proses penghimpunan dana zakat, 

infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan 

lainnya (ZIS-DSKL). Kepatuhan syariah dalam 

tahap ini sangat krusial untuk memastikan 

dana yang masuk sah dan halal. Instrumen 

ini membaginya ke dalam lima elemen: 

ketepatan jumlah, ketepatan prosedur, 

ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan 

ketepatan penampungan/rekening. Audit 

pada kriteria ini memastikan bahwa 

nominal dana yang diterima sesuai dengan 

bukti setor, perhitungan zakat mal telah 

merujuk pada nishab dan kadar yang benar 

sesuai Peraturan Menteri Agama, serta 

adanya pemisahan pencatatan antara dana 

zakat, infak, dan dana lainnya (Wahyudi et 

al., 2021). Lebih lanjut, instrumen ini juga 

dirancang untuk memverifikasi bahwa dana 

yang dihimpun bukan berasal dari sumber 

ilegal seperti pencucian uang, dan seluruh 

dana yang terkumpul wajib ditempatkan 

pada rekening bank syariah. 

Kriteria 3: Pendistribusian dan 

Pendayagunaan 

Kriteria ketiga berfokus pada 

jantung operasional LAZ, yaitu penyaluran 

dana kepada yang berhak. Kepatuhan pada 

tahap ini menentukan tercapainya tujuan 

utama zakat. Elemen penilaiannya 

mencakup ketepatan sasaran, ketepatan 

jumlah, ketepatan guna, ketepatan prosedur, 

dan ketepatan waktu. Instrumen ini secara 

tegas mengukur apakah penyaluran telah 

sesuai dengan delapan asnaf yang 



Hakim, dkk/Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.  Vol. 9, No. 4, November 2025.  Hal 550-562 

 

556 
 

ditetapkan syariah, dengan memprioritaskan 

mustahik di wilayah pengumpulan dan 

pemenuhan kebutuhan dasar mereka (Hakim, 

2020). Aspek ketepatan jumlah secara khusus 

mengaudit porsi hak amil yang tidak boleh 

melebihi 12,5% dari total penghimpunan zakat. 

Dari segi prosedur, ditekankan bahwa penyaluran 

tidak boleh kembali ke lembaga dan perpindahan 

wilayah distribusi harus memiliki dasar yang 

kuat. Terakhir, audit ketepatan waktu 

mengevaluasi durasi penyaluran zakat, baik yang 

bersifat konsumtif maupun produktif, untuk 

memastikan dana tidak mengendap terlalu lama . 

Kriteria 4: Kepatuhan Syariah 

Kriteria keempat merupakan penajaman 

dan penegasan dari seluruh aspek syariah yang 

tersebar di kriteria-kriteria sebelumnya. Kriteria 

ini berfungsi sebagai ultimate check terhadap 

keselarasan operasional lembaga dengan 

maqashid syariah (Umiyati et al., 2023). Elemen 

penilaiannya dibagi menjadi empat area utama: 

manajemen syariah, pengumpulan berbasis 

syariah, penyaluran berbasis syariah, dan 

kepatuhan terhadap regulasi (Maisyarah & 

Hamzah, 2024). Pada bagian manajemen, 

instrumen ini memeriksa keberadaan kebijakan 

syariah yang tertulis, adanya Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) yang tersertifikasi, dan laporan 

pengawasan syariah secara berkala. Pada aspek 

pengumpulan, ditekankan kembali validitas objek 

zakat (memenuhi haul, nisab, dan berasal dari 

harta halal). Sementara pada aspek 

penyaluran, divalidasi kembali proses 

penentuan asnaf, mekanisme penyaluran 

yang tidak melalui entitas komersial atau 

politik, dan perhitungan hak amil yang 

proporsional. 

 

Gambar 3: Peserta Sosialisasi Instrument Audit 

Syariah dalam Agenda Rakorwil di Pendopo 

Rumah Dinas Bupati Blora 

Hasil Sosialisasi dan Evaluasi 

Pemahaman Peserta 

Untuk mengukur efektivitas 

kegiatan sosialisasi, dilakukan evaluasi 

kuantitatif menggunakan pre-test dan post-

test kepada 35 peserta. Pre-test bertujuan 

untuk memetakan pemahaman awal 

peserta, sedangkan post-test digunakan 

untuk mengukur peningkatan pengetahuan 

setelah materi disampaikan. Instrumen 

evaluasi terdiri dari 10 butir pertanyaan 

yang mencakup aspek fundamental dan 

teknis dari materi audit syariah. 
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Gambar 4: Umpan Balik dari Peserta Sosialisasi 

Analisis Hasil Pre-Test 

Hasil pre-test menunjukkan bahwa 

pemahaman awal peserta mengenai audit syariah 

cukup bervariasi, dengan skor rata-rata 69,7. 

Sebaran skor pre-test disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Distribusi Skor Pre-Test Peserta Sosialisasi 

Skor Jumlah Peserta Persentase 

80 5 14,3% 

70 13 37,1% 

60 10 28,6% 

50 7 20,0% 

Total 35 100% 

Analisis lebih lanjut pada setiap butir soal 

pre-test (Gambar 4) menunjukkan bahwa 

pemahaman peserta pada aspek-aspek 

fundamental sudah cukup baik, namun terdapat 

tantangan signifikan pada aspek teknis dan 

regulasi. 

Data pre-test, khususnya pada 

Gambar 4 mengindikasikan bahwa area 

yang paling memerlukan penguatan adalah 

pemahaman mengenai batas waktu 

pemindahan dana dari rekening 

konvensional ke syariah (hanya 48,6% 

benar), aturan mengenai saluran penyaluran 

dana yang dilarang (57,1% benar) dan batas 

maksimal hak amil 62,9%. Hal ini 

menunjukkan adanya kesenjangan 

pengetahuan pada detail regulasi teknis 

yang krusial. 

Analisis Hasil Post-Test dan 

Perbandingan 

Hasil post-test yang diikuti oleh 35 

peserta dari perwakilan LAZISMU se-Jawa 

Tengah menunjukkan tingkat pemahaman 

yang sangat tinggi terhadap materi yang 

disampaikan. Skor rata-rata yang dicapai 

peserta adalah 97,4 dari skor maksimal 100, 

Skor ini menunjukkan peningkatan drastis 

dari skor Pre-Test sebesar 69,7, 

mengindikasikan bahwa kegiatan 

sosialisasi berjalan sangat efektif. Sebaran 

skor peserta disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Distribusi Skor Post-Test Peserta 

Sosialisasi 

Skor Jumlah Peserta Persentase 

100 28 80,0% 
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90 5 14,3% 

80 2 5,7% 

Total 35 100% 

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa 

mayoritas absolut peserta (80,0%) berhasil 

menjawab seluruh pertanyaan dengan benar dan 

memperoleh skor sempurna. Untuk mendapatkan 

gambaran yang lebih detail mengenai area 

pemahaman peserta, dilakukan analisis terhadap 

setiap butir pertanyaan, yang hasilnya disajikan 

pada Gambar 3. 

  

Gambar 5: Perbandingan Skor Pre-Test dan Post-Test 

Analisis pada Gambar 4 memperlihatkan 

bahwa pemahaman peserta terhadap prinsip-

prinsip fundamental audit syariah sangat solid. 

Seluruh peserta (100%) memahami dengan baik 

tujuan utama audit, interpretasi rasio kinerja 

ACR, konsep konflik kepentingan, batas hak 

amil, pentingnya pemisahan dana ZIS, batas 

waktu penyaluran, skala prioritas penyaluran 

serta peran strategis Dewan Pengawas Syariah 

(DPS). 

Kekeliruan dalam menjawab soal 

hanya terjadi pada sebagian kecil peserta 

dan terfokus pada dua butir teknis. 

Kesalahan paling umum, yang dilakukan 

oleh 7 peserta (20%), adalah terkait 

pertanyaan spesifik mengenai batas waktu 

maksimal pemindahan dana zakat dari 

rekening penampungan sementara 

(konvensional) ke rekening bank syariah. 

Para peserta ini menjawab "1 bulan", 

sementara jawaban yang tepat sesuai 

regulasi adalah "3 bulan". Selain itu, 2 

peserta (5,7%) melakukan kekeliruan pada 

pertanyaan mengenai saluran penyaluran 

dana yang dilarang. 

Temuan ini memberikan masukan 

berharga bahwa meskipun prinsip-prinsip 

utama audit syariah sudah dipahami secara 

luas, detail teknis mengenai durasi rekening 

transisi dan mekanisme penyaluran tertentu 

perlu mendapatkan penekanan lebih lanjut 

pada sesi pelatihan di masa mendatang. 

Namun demikian, secara keseluruhan, hasil 

evaluasi ini mengonfirmasi bahwa kegiatan 

pengabdian telah berhasil meningkatkan 

kapasitas dan pengetahuan para amil 

LAZISMU Jawa Tengah secara signifikan, 

mempersiapkan mereka untuk 

mengimplementasikan instrumen audit 

syariah di lembaga masing-masing. 
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SIMPULAN 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah 

berhasil merancang dan mengimplementasikan 

instrumen audit syariah yang aplikatif dan relevan 

dengan kebutuhan LAZISMU Jawa Tengah, 

khususnya dalam memperkuat aspek fikih zakat. 

Instrumen ini, yang terbagi dalam empat kriteria 

utama (Manajerial Kelembagaan, Pengumpulan, 

Pendistribusian dan Pendayagunaan, serta 

Kepatuhan Syariah), menjadi alat ukur 

komprehensif untuk evaluasi kepatuhan syariah 

LAZISMU. Proses pengembangannya dilakukan 

secara kolaboratif dengan mitra, didukung studi 

literatur dan regulasi, serta difinalisasi oleh 

Dewan Pengawas Syariah LAZISMU Jawa 

Tengah, memastikan instrumen ini valid secara 

teoretis dan praktis. 

Sosialisasi instrumen ini yang 

diintegrasikan ke dalam Rapat Koordinasi 

Wilayah (Rakorwil) LAZISMU Jawa Tengah 

menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam 

meningkatkan pemahaman para peserta. Evaluasi 

melalui pre-test dan post-test membuktikan 

adanya lonjakan pemahaman yang drastis, dengan 

skor rata-rata peserta meningkat dari 69,7 menjadi 

97,4. Peningkatan ini sangat menonjol pada 

aspek-aspek teknis seperti batas waktu 

pemindahan rekening, saluran penyaluran yang 

dilarang, dan batas maksimal hak amil, yang 

sebelumnya merupakan titik lemah. Hasil ini 

secara nyata mengonfirmasi bahwa kegiatan 

pengabdian ini berhasil menjembatani 

kesenjangan pengetahuan dan 

meningkatkan kapasitas amil, sehingga 

berkontribusi pada tata kelola zakat yang 

lebih akuntabel dan sesuai syariah. 

Sebagai langkah keberlanjutan dan 

penguatan tata kelola zakat di Indonesia, 

direkomendasikan beberapa tindakan 

strategis. Pertama, perlunya inisiasi 

program sertifikasi formal bagi auditor 

syariah internal di Organisasi Pengelola 

Zakat (OPZ) seperti LAZISMU, untuk 

memastikan kompetensi dan independensi 

audit yang berkelanjutan. Kedua, temuan 

dari instrumen ini dapat menjadi landasan 

awal untuk penyusunan panduan atau 

standar nasional audit syariah zakat yang 

seragam dan komprehensif, sehingga dapat 

diadaptasi oleh seluruh OPZ di berbagai 

wilayah. Selain itu, kegiatan ini 

menegaskan kembali bahwa kepatuhan 

fikih zakat adalah fondasi untuk mencapai 

maqashid syariah, di mana akuntabilitas 

operasional (fikih) bertemu dengan 

akuntabilitas sosial (kesejahteraan 

mustahik) sebagai benang merah utama, 

menjadikan pengelolaan zakat tidak hanya 

sah secara ritual tetapi juga efektif secara 

dampak. 
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